
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap 

kinerja kepala desa yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan 

Peraturan Desa, Pelaksanaan APBDes, dan Keputusan Kepala Desa masih 

belum berjalan dengan optimal karena belum lengkapnya pengawasan 

terhadap Peraturan Desa sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BPD 

masih kurang. 

2. Tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah dan disertai kurangnya 

pengalaman dari setiap anggota dalam keikutsertaan berorganisasi sehingga 

menjadikan lembaga ini memiliki kualitas SDM anggota yang kurang 

kompeten dalam menjalankan fungsinya. Salah satu penyebeb 

ketidakefektifan implementasi fungsi BPD khusunya fungsi pengawasan 

karena kurangnya pemahaman kemampuan anggota BPD terhadap 

pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Sehingga faktor kualitas SDM 

anggota BPD yang menjadi salah satu penghambat proses penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Ombulodata. 

3. Faktor penghambat BPD didesa Ombulodata dalam menjalakankan fungsinya 

yaitu: 

a. Kurangnya kualitas SDM aparatur dalam menjalakan tugas dan fungsinya. 

b. keuangan yang selalu menjadi permasalahan dalam menjalankan program 

pemerintahan desa. 

c. sarana dan prasarana yang tidak mendukung lembaga ini dalam 

menjalankan fungsinya. 

  



5.2 Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian ini, maka dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya, pembekalan, bimbingan bagi BPD, baik dari akademisi, pemerintah 

daerah, maupun pihak yang ditunjuk. 

2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui APBD diharapkan dapat 

memberikan suplai dana operasional BPD, dan tunjangan untuk kesejahteraan 

BPD guna meningkatkan dan memacu kinerja BPD. 
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